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KOMISI PEMILIHAN UMUM  

KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA 

  

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA 

 

NOMOR : 04/ORT.02-Kpt/5318/KPU-Kab/VI/2021 

TENTANG  

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

SUMBA BARAT DAYA NOMOR : 10/ORT.02-BA/5318/KPU-Kab/II/2019 

TENTANG SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI ANGGOTA KOMISI 

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA 

PERIODE TAHUN 2019-2024 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk menyinergikan bidang tugas dalam divisi 

anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba 

Barat Daya, sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota, perlu dilakukan penataan bidang tugas 

divisi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba 

Barat Daya Periode 2019-2024; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan 

 

Komisi… 

SALINAN 
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Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya 

tentang Perubahan Atas  Keputusan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 10/ORT.02-

BA/5318/KPU-Kab/II/2019 tentang Susunan 

Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Periode Tahun 

2019-2024. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang   Nomor   7   Tahun   2017   tentang 

Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 

Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata 

Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 

 

Memperhatikan  : Berita Acara Pleno Nomor   27/ORT.02-BA/5318/KPU-

Kab/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 tentang penetapan 

Pembentukan Susunan Penanggung Jawab Divisi dan 

Koodinator Wilayah (KORWIL) Anggota Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Periode Tahun 2019-

2024; 

 

 

MEMUTUSKAN… 

 



- 3 - 
 

jdih.kpu.go.id/ntt/sbd 
 

M E M U T U S K A N : 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

SUMBA BARAT DAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

SUMBA BARAT DAYA NOMOR 10/ORT.02-BA/5318/KPU-

KAB/II/2019 TENTANG SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB 

DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

SUMBA BARAT DAYA PERIODE TAHUN 2019-2024. 

KESATU : Menetapkan susunan pembagian Divisi Anggota Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Periode 

2019-20124 sebagaimana tercantum dalam lampiran 

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Keputusan ini; 

KEDUA  Menetapkan uraian tugas Divisi Anggota Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Sumba Barat Daya untuk 

mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, 

memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan 

sebagaimana terlampir  dan merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Keputusan ini; 

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 Ditetapkan di Tambolaka 

Pada tanggal 14 Juni 2021 

 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA 

Kepala Sub Bagian Hukum, 

 

 

VICTOR SAR BALLY 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA, 

 

ttd.  

 

MIKAEL BULU 
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LAMPIRAN I : 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA 

NOMOR 04/ORT.02-Kpt/5318/KPU-

Kab/VI/2021  

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI 

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA 

BARAT DAYA NOMOR 10/ORT.02-

BA/5318/KPU-KAB/II/2019 TENTANG 

SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI 

ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA 

PERIODE TAHUN 2019-2024 

 
 

SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN TUGAS ANGGOTA KOMISI 

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA PERIODE 

TAHUN 2019-2024 

 
 

No NAMA  KEDUDUKAN DIVISI 

1. 

Mikael Bulu, SH Ketua 
Divisi Keuangan, Umum, 

Rumah Tangga dan Logistik 
Eni Pangastuti Wakil Ketua 

2. 

Drs. Abubakar Pua Ketua 
Divisi Sosialisasi, Pendidikan 

Pemilih, Partisipasi 

Masyarakat, dan Sumber 

Daya Manusia 
Hyronymus Malelak, S.T Wakil Ketua 

3. 

Eni Pangastuti Ketua 
Divisi Perencanaan, Data, dan 

Informasi 
Dickson Nix Yo Daly, S.Sos Wakil Ketua 



- 5 - 
 

jdih.kpu.go.id/ntt/sbd 
 

4. 

Hyronymus Malelak, S.T  Ketua 

Divisi Teknis Penyelenggaraan 

Abubakar Pua Wakil Ketua 

5. 

Dickson Nix Yo Daly, S.Sos Ketua 
Divisi Hukum dan 

Pengawasan 
Mikael Bulu, SH Wakil Ketua 

 

 

 

 Ditetapkan di Tambolaka 

Pada tanggal 14 Juni 2021 

 

 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA, 

 

ttd. 

 

MIKAEL BULU 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA 

Kepala Sub Bagian Hukum, 

 

 

 

VICTOR SAR BALLY 
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LAMPIRAN II : 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA 

NOMOR 04/ORT.02-Kpt/5318/KPU-

Kab/VI/2021  

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI 

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA 

BARAT DAYA NOMOR 10/ORT.02-

BA/5318/KPU-KAB/II/2019 TENTANG 

SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI 

ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA 

PERIODE TAHUN 2019-2024 

 

URAIAN TUGAS ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

SUMBA BARAT DAYA PERIODE TAHUN 2019-2024 
 

 

 

No DIVISI URAIAN TUGAS 

1. Divisi Keuangan, 

Umum, Rumah Tangga 

dan Logistik 

1. Administrasi Perkantoran, rumah tangga dan 

kearsipan; 

2. Protokol dan Persidangan; 

3. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik 

Negara; 

4. Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, dan 

Pelaporan Keuangan; 

5. Pengusulan Peresmian Keanggotaan dan 

Pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten; 

6. Perencanaan, Pengadaan barang dan jasa, 

serta Distribusi Logistik Pemilu dan 

Pemilihan. 
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2. Divisi Sosialisasi, 

Pendidikan Pemilih, 

Partisipasi Masyarakat, 

dan Sumber Daya 

Manusia 

1. Sosialisasi Kepemiluan; 

2. Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan 

Pemilih; 

3. Publikasi dan Kehumasan; 

4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan; 

5. Kerja sama antar Lembaga; 

6. Pengelolaan dan Penyediaan Informasi 

Publik; 

7. Rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS; 

8. Pembinaan Etika dan Evaluasi kinerja 

sumber daya manusia; 

9. Pengembangan budaya kerja dan disiplin 

organisasi; 

10. Pendidikan dan pelatihan, serta 

pengembangan 

11. Sumber daya manusia; 

12. Penelitian dan pengembangan Kepemiluan; 

dan 

13. Pengelolaan dan pembinaan sumber daya 

manusia 

3. Divisi Perencanaan, 

Data, dan Informasi 

1. Menjabarkan Program dan Anggaran; 

2. Evaluasi, Penelitian, dan Pengkajian 

Kepemiluan; 

3. Monitoring, evaluasi, dan pengendalian 

program dan anggaran; 

4. Pemutakhiran dan pemeliharaan Data 

Pemilih; 

5. Sistem informasi yang berkaitan dengan 

tahapan Pemilu; 

6. Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi 

dan informasi; dan 

7. Pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu. 
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4. Divisi Teknis 

Penyelenggaraan 

1. Pengusulan Daerah Pemilihan dan Alokasi 

Kursi; 

2. Verifikasi Partai Politik dan Anggota DPD; 

3. Pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan; 

4. Pemungutan, Penghitungan Suara, dan 

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara; 

5. Penetapan hasil dan Pendokumentasian hasil 

Pemilu dan Pemilihan; 

6. Pelaporan Dana Kampanye; dan 

7. Penggantian antar waktu Anggota DPRD 

Kabupaten. 

5. Hukum dan 

Pengawasan 

1. Penyusunan rancangan Keputusan KPU 

Kabupaten; 

2. Telaah Hukum dan Advokasi Hukum; 

3. Dokumentasi dan Publikasi Hukum; 

4. Pengawasan dan Pengendalian Internal; 

5. Penyelesaian Sengketa Proses Tahapan, Hasil 

Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan 

Pemilu dan Pemilihan; dan 

6. Penanganan Pelanggaran Administrasi, Kode 

Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh 

PPK, PPS dan KPPS. 
 

 

 Ditetapkan di Tambolaka 

Pada tanggal 14 Juni 2021 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA 

Kepala Sub Bagian Hukum, 

 

 

VICTOR SAR BALLY 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA, 

 

ttd. 

 

MIKAEL BULU 

 


